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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia adalah negara yang penerimaan utamanya ada pada sektor pajak. 

Dana yang dihasilkan dari penerimaan pajak bertujuan untuk pembiayaan demi 

kesejahteraan rakyat. Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam pasal 1 

angka 1 yang berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Agresivitas pajak perusahaan, menurut Frank et al. (2009) adalah kegiatan 

merencanakan pajak yang dilakukan dengan cara yang termasuk legal (tax 

avoidance) atau ilegal (tax evasion) yang dirancang untuk memanipulasi 

pendapatan kena pajak. Membayar pajak adalah wajib bagi para penerima 

penghasilan baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Menurut Chen et 

al. (2010), untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayarkan, manajemen 

didorong oleh pemilik perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak, karena 

pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih. 

Belum terealisasinya penerimaan pajak secara maksimal memunculkan 

pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan penghindaran
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pajak, ㅤataukah ㅤmungkin ㅤkurang ㅤmaksimalnya ㅤpemungutan ㅤyang ㅤdilakukan. 

ㅤDigunakannya ㅤpenerimaan ㅤpajak ㅤsebagai ㅤpembiayaan ㅤpada ㅤtingkat ㅤpusat 

ㅤmaupun ㅤdaerah ㅤmengharuskan ㅤpenerimaan ㅤpajak ㅤmampu ㅤmencapai ㅤtingkat ㅤyang 

ㅤmaksimal (Adisamartha & Noviari, 2015). 

Hasil ㅤdari ㅤpemungutan ㅤpajak ㅤakan ㅤdipergunakan ㅤsebagai ㅤpembiayaan 

ㅤdengan ㅤtujuan ㅤkesejahteraan ㅤrakyat ㅤmaka ㅤdiharapkan ㅤmampu ㅤmencapai ㅤtingkat 

ㅤmaksimal. ㅤNamun, ㅤfaktanya ㅤrealisasi ㅤpenerimaan ㅤpajak ㅤpada ㅤtahun ㅤ2015 ㅤ– ㅤ2017 

ㅤbelum ㅤmencapai ㅤtarget ㅤpenerimaan ㅤpajak. ㅤBerikut ㅤtabel ㅤrealisasi ㅤdan ㅤtarget 

ㅤpendapatan ㅤnegara ㅤpada ㅤsektor ㅤperpajakan ㅤtahun ㅤ2015 ㅤ– ㅤ2017: 

Tabel 1.1 

Realisasi dan Target Penerimaan Negara pada Sektor Pajak  

 

Tahun 

Realisasi 

(triliun) 

Target 

(triliun) 

Pencapaian 

(%) 

2015 1060,83 1294,26 81,96% 

2016 1105,81 1355,20 81,60% 

2017 1151,10 1283,57 89,68% 

Sumber: Kementerian ㅤKeuangan ㅤRepublik ㅤIndonesia ㅤ(2017) 

Pada ㅤtahun ㅤ2015 ㅤpencapaian ㅤpenerimaan ㅤdari ㅤsektor ㅤpajak ㅤtercatat ㅤRp 

ㅤ1060,83 ㅤtriliun ㅤdari ㅤtarget ㅤyang ㅤditetapkan ㅤyaitu ㅤRp ㅤ1294,26 ㅤtriliun. ㅤJumlah 

ㅤtersebut ㅤmencapai ㅤangka ㅤ81,96 ㅤ% ㅤdari ㅤtarget. ㅤSelanjutnya ㅤrealisasi ㅤtahun ㅤ2016 

ㅤmencapai ㅤangka ㅤRp ㅤ1105,81 ㅤtriliun ㅤdari ㅤtarget ㅤyang ㅤditetapkan ㅤyaitu ㅤRp 

ㅤ1355,20 ㅤtriliun. ㅤJumlah ㅤtersebut ㅤbaru ㅤmencapai ㅤ81,60 ㅤ% ㅤdari ㅤtarget ㅤyang 

ㅤditetapkan. ㅤTerakhir ㅤpada ㅤtahun ㅤ2017 ㅤtercatat ㅤrealisasi ㅤpenerimaan ㅤpajak   
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ㅤmencapai ㅤangka ㅤRp ㅤ1.151,10 triliun ㅤdari ㅤtarget ㅤyang ㅤditetapkan ㅤRp ㅤ1.283,57 

ㅤtriliun. ㅤAngka ㅤtersebut ㅤmencapai ㅤ89,68 ㅤ% ㅤdari ㅤtarget. 

Terdapat beberapa faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak perusahaan, diantaranya corporate governance, seperti komite 

audit dan komisaris independen, dan Corporate Social Responsibility (CSR). 

Corporate ㅤgovernance ㅤdibutuhkan ㅤoleh ㅤperusahaan ㅤuntuk ㅤmenentukan ㅤarah 

ㅤkinerja ㅤperusahaan ㅤyang ㅤbaik, ㅤefektif ㅤdan ㅤefisien ㅤkarena ㅤdapat ㅤmenjelaskan 

ㅤhubungan ㅤantara ㅤberbagai ㅤpartisipan ㅤ(Maharani & Suardana, 2014). 

Menurut ㅤKNKG ㅤ(2006), ㅤdibutuhkan ㅤtata ㅤkelola ㅤperusahaan ㅤyang ㅤbaik 

ㅤ(good ㅤcorporate ㅤgovernance) ㅤagar ㅤkonflik ㅤyang ㅤmungkin ㅤterjadi ㅤantara 

ㅤmanajemen ㅤdengan ㅤpemegang ㅤsaham ㅤdapat ㅤdiminimalisasi. Konflik tersebut 

disebut dengan konflik agensi (agency conflict) (Jensen & Meckling, 1976). 

Konflik agensi muncul disebabkan manajemen menggunakan agresivitas pajak 

untuk kepentingannya sendiri tanpa memikirkan dampaknya pada perusahaan 

(Puspitaningrum & Syafiqurrahman, 2017). 

Corporate governance, seperti komite audit dan komisaris independen 

diperlukan sebagai mekanisme pengawasan supaya mengurangi agresivitas  ㅤpajak 

ㅤyang ㅤdilakukan ㅤperusahaan. ㅤSelain ㅤitu ㅤmasalah ㅤagensi ㅤyang ㅤperusahaan ㅤhadapi 

ㅤdapat ㅤdiatasi ㅤoleh ㅤcorporate ㅤgovernance. Keberadaan komite audit yang 

bertanggung jawab untuk memonitor mekanisme yang dapat memperbaiki 

kualitas informasi akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan sehingga 

menghasilkan transparansi pelaporan. Sehingga diharapkan dapat mengurangi 
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konflik keagenan yang terjadi di dalam perusahaan, dan juga patuh terhadap 

peraturan perundang-undangan dan pajak (Midiastuty et al., 2017). 

Mekanisme pengawasan memalui corporate governance selanjutnya 

adalah komisaris independen. Menurut Ying (2011), dalam suatu perusahaan 

keberadaan komisaris independen berdampak positif pada kinerja dan nilai 

perusahaan. Disamping itu, menurut Diantari & Ulupui (2016) kehadiran 

komisaris independen pada perusahaan bertujuan guna menyeimbangkan pada 

saat pengambilan keputusan, dan agar pemegang saham minoritas maupun pihak-

pihak yang terkait dapat terlindungi. Dengan begitu diharapkan keberadaan 

komisaris independen dalam perusahaan dapat mengurangi agresivitas ㅤpajak. 

Faktor ㅤyang ㅤmempengaruhi ㅤagresivitas ㅤpajak ㅤselain ㅤcorporate 

ㅤgovernance ㅤadalah ㅤCorporate Social Responsibility (CSR). Menurut Hoi et al. 

(2013), CSR merupakan kegiatan yang diyakini dan ㅤdianggap ㅤbenar ㅤyang ㅤtidak 

ㅤhanya ㅤmempertimbangkan ㅤmasalah ㅤekonomi ㅤtetapi ㅤjuga ㅤmasalah ㅤsosial, 

ㅤlingkungan ㅤdan ㅤdampak ㅤeksternalitas ㅤlain ㅤdari ㅤtindakan-tindakan ㅤperusahaan. 

Corporate Social Responsibility diproksikan dalam pengungkapan CSR. 

Hubungan antara pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak ada pada 

tujuan utama perusahaan untuk mendapatkan profit maximum tanpa 

menghilangkan tanggung jawab kepada sosial dan lingkungan, dengan kata lain 

semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula 

penghasilan kena pajak. Perusahaan diduga tidak membayar beban pajak 

sesungguhnya, ketika perusahaan melakukan agresivitas pajak (Freise et al., 

2008). 
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Beberapa ㅤpenelitian ㅤtelah ㅤdilakukan ㅤdi ㅤIndonesia ㅤmengenai ㅤagresivitas 

ㅤpajak. ㅤUmumnya, ㅤpenelitian ㅤtersebut ㅤmenggunakan ㅤproksi ㅤpengukuran 

ㅤagresivitas ㅤpajak, ㅤantara ㅤlain ㅤEffective ㅤTax ㅤRatio ㅤ(ETR), ㅤCash ㅤEffective ㅤTax 

ㅤRates ㅤ(CETR), ㅤBook ㅤTax ㅤDifferences ㅤ(BTD), ㅤBook ㅤTax ㅤGap ㅤ(BTG), ㅤdan ㅤNet 

ㅤProfit ㅤMargin ㅤ(NPM). ㅤPenelitian ㅤini ㅤuntuk ㅤmengukur ㅤtindakan ㅤagresivitas 

ㅤpajaknya ㅤmenggunakan ㅤproksi ㅤEffective ㅤTax ㅤRatio ㅤ(ETR). ㅤMenurut ㅤChen ㅤet ㅤal. 

ㅤ(2010), ㅤnilai ㅤETR ㅤyang ㅤtinggi ㅤmenunjukkan ㅤtindakan ㅤagresivitas ㅤpajak ㅤyang 

ㅤrendah. 

Alasan ㅤlain ㅤdipilihnya ㅤcorporate ㅤgovernance ㅤyaitu ㅤkomite ㅤaudit ㅤsebagai 

ㅤsalah ㅤsatu ㅤvariabel ㅤindependen ㅤadalah ㅤkarena ㅤadanya ㅤperbedaan ㅤhasil ㅤantara 

ㅤbeberapa ㅤpenelitian ㅤsebelumnya. ㅤDalam ㅤpenelitian ㅤMidiastuty ㅤet ㅤal. ㅤ(2017) ㅤhasil 

ㅤdari ㅤpenelitian ㅤbahwa ㅤproksi ㅤdari ㅤcorporate ㅤgovernance ㅤyaitu ㅤkomite ㅤaudit 

ㅤberpengaruh ㅤpositif ㅤterhadap ㅤagresivitas ㅤpajak. ㅤSedangkan ㅤhasil ㅤpenelitian ㅤoleh 

ㅤGinting ㅤdan ㅤSuryani ㅤ(2018) ㅤmenyatakan ㅤbahwa ㅤkomite ㅤaudit ㅤberpengaruh 

ㅤnegatif ㅤyang ㅤsignifikan ㅤterhadap ㅤagresivitas ㅤpajak. ㅤHasil ㅤtersebut ㅤbertolak 

ㅤbelakang ㅤdengan ㅤpenelitian ㅤyang ㅤmenyatakan ㅤbahwa ㅤkomite ㅤaudit ㅤtidak 

ㅤberpengaruh ㅤsignifikan ㅤterhadap ㅤagresivitas ㅤpajak, ㅤpenelitian ㅤtersebut ㅤdilakukan 

ㅤoleh ㅤIndahwati ㅤ(2017) dan Sari (2017). 

Adanya perbedaan hasil antara beberapa penelitian sebelumnya tentang 

komisaris independen mengakibatkan dipilihnya komisaris independen sebagai 

salah satu variabel independen. Hasil penelitian Novitasari (2017) menyatakan 

ㅤbahwa ㅤkomisaris ㅤindependen ㅤberpengaruh ㅤsignifikan ㅤterhadap ㅤagresivitas ㅤpajak, 

ㅤadapun ㅤpenelitian ㅤyang ㅤdilakukan ㅤGinting ㅤdan ㅤSuryani ㅤ(2018) serta Indahwati 



6 

 

 

 

(2017) menyatakan ㅤbahwa ㅤkomisaris ㅤindependen ㅤtidak ㅤberpengaruh ㅤterhadap 

ㅤagresivitas ㅤpajak. 

Demikian pula dipilihnya Corporate Social Responsibility (CSR) 

disebabkan perbedaan hasil antara beberapa penelitian sebelumnya. Menurut 

beberapa penelitian yang dilakukan oleh (Utari dan Rohman, 2014; Pradnyadari 

dan Rohman, 2015; Purwanggono dan Rohman, 2015; Muntahanah dan Septiani, 

2017; Putri et al., 2018), menunjukkan hasil dimana CSR berpengaruh signifikan 

terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Napitu & Kurniawan (2016) menyatakan CSR tidak 

berpengaruh ㅤterhadap ㅤagresivitas ㅤpajak. ㅤHal ㅤini ㅤdisebabkan ㅤperusahaan ㅤtidak 

ㅤberfokus ㅤpada ㅤpengungkapan ㅤCSR ㅤsebagai ㅤsalah ㅤsatu ㅤproksi ㅤyang ㅤdapat 

ㅤmenurunkan ㅤnilai ㅤETR.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian Ginting dan Suryani (2018) dengan 

sampel perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak adanya penambahan Corporate 

Social Responsibility (CSR) sebagai variabel independen yang mengacu pada 

penelitian Napitu dan Kurniawan (2016) dan pada sampel menggunakan sampel 

perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BEI. 

Pemilihan perusahaan manufaktur didasari atas pertimbangan bahwa 

perusahaan manufaktur ㅤmerupakan ㅤpenyumbang ㅤpenerimaan ㅤpajak ㅤnegara 

ㅤterbesar ㅤselain ㅤindustri ㅤpertambangan, ㅤkeuangan ㅤdan ㅤperkebunan. ㅤSelain ㅤitu, 

ㅤDirektorat ㅤJenderal ㅤPajak ㅤmemfokuskan ㅤperusahaan ㅤmanufaktur ㅤdalam ㅤdaftar 

ㅤpemeriksaan, ㅤkarena ㅤberdasarkan ㅤsurvei ㅤpada ㅤtahun ㅤ2012 ㅤterdapat ㅤ4000   
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ㅤperusahaan ㅤpenanaman ㅤmodal ㅤasing ㅤyang ㅤtidak ㅤmemiliki ㅤbesaran ㅤpajak ㅤyang 

ㅤterhutang ㅤnamun ㅤmelaporkan ㅤpajaknya, ㅤdikarenakan ㅤ9 ㅤkali ㅤmengalami ㅤkerugian 

ㅤselama ㅤtujuh ㅤtahun ㅤberturut-turut ㅤyang ㅤdiindikasi ㅤmelakukan ㅤpraktik ㅤagresivitas 

ㅤpajak ㅤdan ㅤperusahaan ㅤtersebut ㅤbergerak ㅤdi ㅤbidang ㅤmanufaktur ㅤ(Diantari & 

Ulupui, 2016). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan ㅤlatar ㅤbelakang ㅤyang ㅤtelah ㅤdiuraikan ㅤsebelumnya, ㅤadapun 

ㅤrumusan ㅤmasalah ㅤdalam ㅤpenelitian ㅤini ㅤadalah: 

1. Apakah ㅤkomite ㅤaudit ㅤberpengaruh ㅤterhadap ㅤagresivitas ㅤpajak ㅤperusahaan 

ㅤmanufaktur ㅤyang ㅤterdaftar ㅤdi ㅤBEI? 

2. Apakah ㅤkomisaris ㅤindependen ㅤberpengaruh ㅤterhadap ㅤagresivitas ㅤpajak 

ㅤperusahaan ㅤmanufaktur ㅤyang ㅤterdaftar ㅤdi ㅤBEI? 

3. Apakah ㅤCSR ㅤberpengaruh ㅤterhadap ㅤagresivitas ㅤpajak ㅤperusahaan 

ㅤmanufaktur ㅤyang ㅤterdaftar ㅤdi ㅤBEI? 

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitain 

Didasari atas perumusan masalah ㅤyang ㅤdiuraikan ㅤsebelumnya, ㅤmaka 

ㅤtujuan ㅤdilakukannya ㅤpenelitian ㅤdapat ㅤdinyatakan ㅤsebagai ㅤberikut: 

1. Untuk ㅤmenguji ㅤpengaruh ㅤkomite ㅤaudit ㅤterhadap ㅤagresivitas ㅤpajak 

ㅤperusahaan ㅤmanufaktur ㅤyang ㅤterdaftar ㅤdi ㅤBEI 
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2. Untuk ㅤmenguji ㅤpengaruh ㅤkomisaris ㅤindependen ㅤterhadap ㅤagresivitas ㅤpajak 

ㅤperusahaan ㅤmanufaktur ㅤyang ㅤterdaftar ㅤdi ㅤBEI 

3. Untuk ㅤmenguji ㅤpengaruh ㅤCSR ㅤterhadap ㅤagresivitas ㅤpajak ㅤperusahaan 

ㅤmanufaktur ㅤyang ㅤterdaftar ㅤdi ㅤBEI 

1.3.2 Manfaat ㅤPenelitian 

Penelitian ㅤini ㅤdiharapkan ㅤdapat ㅤmemberikan ㅤmanfaat ㅤbagi ㅤberbagai ㅤpihak 

ㅤsebagai ㅤberikut: 

1. Manfaat ㅤTeoritis: 

Hasil ㅤpenelitian ㅤini ㅤsecara ㅤteoritis ㅤdiharapkan ㅤdapat ㅤmemberikan 

ㅤreferensi ㅤbagi ㅤpihak ㅤakademis ㅤdan ㅤdapat ㅤberkontribusi ㅤterhadap ㅤliteratur 

ㅤterkait ㅤpenelitian ㅤtentang ㅤcorporate ㅤgovernance, ㅤcorporate ㅤsocial 

ㅤresponsibility ㅤ(CSR), ㅤdan ㅤagresivitas ㅤpajak. 

2. Manfaat ㅤPraktris: 

a. Bagi ㅤPerusahaan 

Hasil ㅤpenelitian ㅤini ㅤdapat ㅤmenunjukkan ㅤbahwa ㅤperusahaan 

ㅤsebaiknya ㅤberhati-hati ㅤmenentukan ㅤkebijakan ㅤkhususnya ㅤmengenai 

ㅤpajak ㅤagar ㅤtidak ㅤtergolong ㅤdalam ㅤagresivitas ㅤpajak. 

b. Bagi ㅤInvestor 

Hasil ㅤpenelitian ㅤini ㅤdiharapkan ㅤdapat ㅤmemberikan ㅤpandangan 

ㅤmengenai ㅤkeadaan ㅤperusahaan ㅤmelalui ㅤcorporate ㅤgovernance ㅤdan 

ㅤcorporate ㅤsocial ㅤresponsibility ㅤ(CSR) ㅤserta ㅤtindakan ㅤperusahaan 

ㅤterhadap ㅤpihak ㅤpemerintah ㅤguna ㅤmembantu ㅤdalam ㅤmenentukan 

ㅤkeputusan ㅤuntuk ㅤberinvestasi. 
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c. Pembaca dan Peneliti 

Diharapkan dapat memberikan informasi tambahan tentang 

analisis terhadap agresivitas pajak dan bagi peneliti lain dapat 

dijadikan berbagai refrensi untuk melakukan penelitian yang kompleks 

dimasamendatang.


